
 
 
 

 
 
 

 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggarn 2013; 



 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

peraturan bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

  6. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 4548);  

 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027): 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4502 ); 

  16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Keuangan Dearah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 



  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor  6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 

Nomor 4); 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2013 Nomor ); 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

  

Pasal 1 

 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 

 

1. PENDAPATAN  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.977.368.903,64        

 b. Dana Perimbangan Rp. 460.489.579.347,00  

 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 5.754.400.000,00  

 Jumlah Pendapatan  Rp. 477.221.348.250,64 

2. BELANJA  

 a. Belanja Tidak Langsung  

  1) Belanja Pegawai Rp. 128.892.800.940,00     

  2) Belanja Bunga Rp. 0,00  

  3) Belanja Subsidi Rp. 0,00  

  4) Belanja Hibah Rp. 19.462.694.292,00    

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.963.691.580,00  

  6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00  

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 18.360.038.218,00     

  8) Belanja Tidak Terduga Rp. 202.686.603,00     

 Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp.  168.881.911.633,00 

 b. Belanja Langsung  

  1) Belanja Pegawai Rp. 30.838.514.211,00   



  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 121.863.659.405,00  

  3) Belanja Modal Rp. 184.531.396.512,09  

 Jumlah Belanja Langsung  Rp. 337.233.570.128,09 

 Jumlah Belanja  Rp. 506.115.481.761,09 

    

 Surplus / (Defisit) (Rp. 28.894.133.510,45) 

3. PEMBIAYAAN  

 a. Penerimaan  

  1) Penggunaan SiLPA Rp. 51.634.742.117,89  

 b. Pengeluaran  

  1) Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemda 
Rp. 0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 51.634.742.117,89 

    

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan 

Rp. 
22.740.608.607,44 

 

 Pasal 2 

 Ringkasan Laporan  Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ini. 

 Pasal 3 

 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal I dirinci lebih lanjut kedalam 

Penjabaran Realisasi Anggaran. 

 Pasal 4 

 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati Kayong Utara Tahun 2013. 

 



 Pasal 5 

 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati  ini.  

 Pasal 6 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. 

    

Ditetapkan di  Sukadana 

pada tanggal  18  September 2014                   

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

TTD 

           

 

         HILDI HAMID  

 

Diundangkan di Sukadana  

pada tanggal  18  September  2014  

     SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 

  

                      TTD  

  

        HENDRI SISWANTO  

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13 

                                     


